Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengobatan Tradisional

Sarana pengobatan umumnya ditempuh oleh seorang yang sakit/tidak sehat
dengan menjalani pengobatan baik secara medis (konvensional) maupun secara
tradisional (nonkonvensional). Medis memiliki makna yang berhubungan dengan
kedokteran. Pengobatan medis ditangani tenaga medis Yyang dapat
dipertanggungjawabkan dan telah diakui oleh ilmu pengetahuan di bidang
kedokteran, sedangkan pengobatan tradisional (nonkonvensional) merupakan

pengobatan yang bersifat turun-temurun dan diakui oleh kalangan masyarakat.

Pengobatan tradisional pada umumnya banyak diminati oleh masyarakat. Seorang
yang menderita suatu penyakit awal mulanya mendapatkan informasi baik dari
iklan, teman, tetetangga dan sumber lainnya, bahwa sakit yang dideritanya dapat
dipulinkan melalui pengobatan tradisional. Masyarakat yang tertarik pada
informasi tersebut akan datang menawarkan diri untuk disembuhkan oleh
penyelenggara pengobatan tradisional. Masyarakat berminat dengan pengobatan
tradisional karena tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima pengobatan
secara medis yang pada umumnya menggunakan obat-obatan melalui proses
kimia. Pengobatan tradisional yang bertujuan mewujudkan kesembuhan bagi

seseorang sering dikenal dengan alternatif pengobatan di luar cara medis.
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Pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada pengalaman dan keterampilan
yang didapat secara turun menurun. Pengobatan tradisional dalam
perkembangannya terbagi dua yaitu: ada yang bersifat tradisional irasional dan
tradisional rasional. Pengobatan tradisional rasional yang dimaksud adalah

pengobatan tradisional yang dapat diteliti secara ilmiah."’

Pengobatan tradisional sebagai salah satu pengobatan di luar ilmu kedokteran dan
atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam
mengatasi masalah kesehatan. Pengobatan di luar ilmu kedokteran diupayakan ada
karena setiap orang yang berhak hidup sejahtera. Hak hidup sejahtera tersebut
jelas diatur dalam rumusan UUD 1945 Pasal 28 Ayat (1) yaitu Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Menurut Pasal 5 Ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan setiap orang juga
berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan

kesehatan yang diperlukan dirinnya.

Pelayanan kesehatan diupayakan juga sesuai dengan perumusan menurut Pasal 46
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa untuk mendapatkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai yang diharapkan dilakukan upaya

kesehatan yang terpadu dan menyeluruh baik melalui upaya kesehatan

7 Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Bandung: Remaja Karya,
1987, him. 114.
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perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan
dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu:
promotif, preventif, kuratif, dan rehabiliatif. Penyelengggaraan upaya kesehatan
dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari pelayanan kesehatan yang
bersifat tradisional sampai yang bersifat modern dengan berbagai teknologi yang

canggih.

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu bentuk pelayanan
kesehatan yang sudah berkembang sejak dulu di Indonesia bahkan sebelum
keberadaan pengobatan modern. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan
untuk berupaya melindungi warga negara dan sekaligus memberikan rasa aman.
Perlindungan dan rasa aman tersebut juga diberikan bagi pemberi pelayanan

kesehatan.

Pengobatan tradisional sebagai salah satu pengobatan di luar ilmu kedokteran juga
dirumuskan pada Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Kepmenkes No.
1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan /atau
perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan.
Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai
upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit,

dan/atau pemulihan kesehatan.

Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa pengobatan tradisional

merupakan sarana penyembuhan yang mendukung pemerintah dalam upaya
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memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Pengobatan tradisional
pada prinsipnya merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara
lain di luar ilmu kedokteran. Metode pengobatan tradisional meskipun di luar ilmu
kedokteran namun tetap dipercaya dan diminati oleh masyarakat, hal ini karena
tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima pengobatan secara medis yang
pada umumnya menggunakan obat-obatan melalui proses kimia. Pemerintah
menerbitkan aturan melalui Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VI1/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Peraturan tersebut dibentuk
oleh Pemerintah, hal ini membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

B. Pengaturan Pengobatan Tradisional

Pemerintah menerbitkan Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Peraturan
pengobatan tradisional tersebut dibentuk sebagai upaya mendukung peningkatan
derajat kesehatan masyarakat selain medis. Pasal 1 Ayat (1) Kepmenkes No.
1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah
pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu
kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan,

dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
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Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan pada
Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/V11/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina
upaya pengobatan tradisional; (2) memberikan perlindungan kepada masyarakat;
(3) menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya.
Pengaturan pada Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur dan melindungi

penyelenggara pengobatan tradisional dan masyarakat selaku pasien.

Pemerintah perupaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap
orang. Pemerintah juga harus secara terus menerus memberikan perhatian bagi
penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan.
Penyelenggaraan pembangunan nasional tentunya harus didukung dengan jaminan
atas pemeliharaan kesehatan dan ditingkatkannya profesionalisme. Kegiatan-
kegiatan tersebut sudah tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang
memadai. Perangkat hukum kesehatan dimaksudkan agar kepastian hukum dan
perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun

masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Pengaturan pengobatan tradisional juga ditunjang dan dirumuskan oleh WHO
pada tahun 2000 telah menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah jumlah
total pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada teori-
teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang

berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan
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serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara

fisik dan juga mental.

Pengobatan tradisional sebagai alternatif pengobatan di luar cara medis hanya
dapat dilakukan oleh pengobat/orang yang ahli di bidangnya. Menurut rumusan
Pasal 1 Angka 16 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud
dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan
cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun
secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan

norma yang berlaku di masyarakat.

Keberadaan pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh pengobat
tradisional yang telah diakui oleh undang-undang sebagai salah satu bentuk
pelayanan ataupun pengobatan. Potensi pengobatan tradisional dalam
meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan ternyata juga menimbulkan
dampak negatif yang selanjutnya dapat memberikan ekses buruk pada masyarakat.
Dampak negatif tersebut misalnya pengobatan-pengobatan yang tidak
mengindahkan norma-norma kesehatan atau promosi pengobatan tradisional yang
berlebihan.’® Pelaksanaan tersebut bertentangan dengan peraturan seperti yang
tertuang dalam Pasal 77 UU No.29 Tahun 2004, ditegaskan bahwa bertindak
seolah-olah sebagai dokter adalah pelanggaran. Tindakan seseorang dilarang
bertindak seolah-olah seperti dokter karena dikhawatirkan akan menimbulkan

tindakan berlebihan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat penyembuhan

18 Dyah Pratitasari, Boleh Pengobatan Alternatif Asal, Kompasiana,
http://kesehatan.kompasiana.com/alternatif/2013/11/11/boleh-pengobatan-tradisional-asal-
609683.html, diakses tanggal 11 November 2013.
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Pengawasan serta pengaturan sangat dibutuhkan terhadap berbagai upaya
pengobatan tradisional sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk pengaturan pengobatan tradisional diterbitkan dalam Kepmenkes No.
1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
Tujuan diterbitkan Kepmenkes tersebut untuk membina upaya pengobatan
tradisional; memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan menginventarisasi
jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Pengakuan terhadap
pengaturan pengobatan tradisional juga diperkuat dengan adanya rumusan dari
WHO pada Tahun 2000 yang mendefinisikan pengobatan tradisional, selain itu
diperkuat juga dengan adanya rumusan Pasal 1 Angka 16 UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. Pengobatan tradisional dalam penyelenggaraannya jelas
dilindungi beberapa peraturan. Pengaturan pengobatan tradisional sebagai
perangkat hukum kesehatan. Perangkat hukum kesehatan dimaksudkan agar
memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi penyelenggara
pengobatan tradisional maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan serta

dapat dipertanggungjwabkan secara hukum.

Para ahli dalam bidang kesehatan melaksanakan profesi berdasarkan suatu
pekerjaan yang mengandung resiko. Tugas para ahli dalam bidang kesehatan jika
telah dilaksanakan dengan benar menurut tolok ukur profesional (standar profesi),

maka yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum.*® Tanggung jawab

19 Soerjono Soekanto dan Herkutanto,Op. Cit., him. 35.
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hukum dokter dan tenaga kesehatan didasarkan atas kode etik profesi untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya mengandung 3 (tiga) tujuan,
yaitu: pertama, suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambian
keputusan secara efisien; kedua, secara individual para pengemban profesi itu
seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan prilaku profesionalnya; dan
ketiga, etik profesi menciptakan suatu pola prilaku yang diharapkan oleh para

pelanggannya secara profesional.?

Peraturan yang ada saat ini tidak megatur secara jelas tanggung jawab, hak dan
kewajiban dari pelaku pengobat tradisional itu sendiri. Peraturan yang ada juga
tidak mengatur bagaimana hak dan kewajiban konsumen sebagai pasien dalam
menjalani penyembuhan pada sarana pengobatan tradisional. Tenaga pengobat
tradisional harus melakukan tindakan darurat apa?, bila terjadi keadaan
buruk/penyakit yang semakin parah terhadap pasien. Pengaturan untuk
pengobatan tradisional serta pasien sebagai konsunen dalam konteks pengobatan
tradisional harus jelas penempatan hak, kewajiban, tindakan serta tanggung jawab

kedua pihak.
C. Klasifikasi dan Jenis Pengobatan Tradisional

Pemerintah menganggap perlu mengkasifikasikan jenis-jenis penyelenggaraan
pengobatan tradisional. Klasifikasi dan jenis-jenis pengobatan tradisional

disesuaikan dengan para penyeleggara yang membuka praktik pengobatan

% Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumahsakitan, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
2002, hlm. 37.
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tradisional dan telah dikenal oleh masyarakat. Klasifikasi dan jenis-jenis
pengobatan tradisional tersebut tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Kepmenkes No.
1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
menyatakan bahwa pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan,
ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Pasal 3 Ayat (2) Kepmenkes No.
1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
merumuskan Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut,
patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis,
chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan
Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan
pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

c. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional
dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga
dalam (prana), paranormal, reiky master, gigong, dukun kebatinan dan

pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Pasal 3 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan, definisi operasional
klasifikasi pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
sebagaimana terlampir pada Lampiran. Klasifikasi dan jenis pengobat tradisional

dikenal dengan istilah battra.
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a. Battra ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau

perawatan tradisional berdasarkan keterampilan fisik dengan menggunakan

anggota gerak dan/atau alat bantu lain:

1)

2)

3)

4)

Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan
pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian
atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan
capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan
suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan
menggunakan jari tangan, telapan tangan, siku, lutut, tumit, atau dibantu
alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat,
pijat tunanetra.

Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional.
Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru
(Sulawesi Selatan).

Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat
(sirkumsisi) secara tradisional. Battra sunat menggunakan istilah berbeda
seperti: Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal keterampilan
umumnya diperoleh secara turun temurun.

Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan
persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu

sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun



5)

6)

7)

8)

9)
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Rembi (Madura), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi
Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh.

Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan
pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya
pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
Akupresuris adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan
dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan
ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.

Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan
dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara
menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi
(Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan
persendian.

Battra lainnya yang metodenya sejenis.

Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau

perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang

berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain,

antara lain:

1)

Battra Ramuan Indonesia (Jamu) adalah seseorang yang memberikan
pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan
obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dll, baik diramu sendiri,

maupun obat jadi tradisional Indonesia.



2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan
dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari
larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan
saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis.

Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan
dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan
tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah
ajaran “Tao (Taoisme)” di mana dasar pemikirannya adalah adanya
keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.

Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan
ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya
dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.

Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan
menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi
mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan
pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa,
dan emosi penderita.

Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan
menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni
(essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari
bungan, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk
menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.

Battra lainnya yang metodenya sejenis.
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Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau

perawatan tradisional dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan

pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau

perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah

pernapasan, indera keenam, (pewaskita), kebatinan, antara lain:

1)

2)

3)

4)

Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi,
inner power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba,
Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar
Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati, dan sebagainya.

Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam
(pewaskita).

Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan
pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga
dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada
penderita dengan konsep dari Jepang.

Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang

berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
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5) Battra Kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan
penyakit.

6) Battra lainnya yang metodenya sejenis.?

Pemerintah menganggap perlu mengkasifikasikan jenis-jenis penyelenggaraan
pengobatan tradisional. Klasifikasi jenis pengobatan tradisional yang diuraikan
berdasarkan praktik dan metode pengobatannya belum semuanya dicantumkan
dalam Pasal 3 Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Menurut pandangan penulis terdapat
beberapa pengobatan tradisional yang belum masuk dalam klasifikasi yang
ditentukan Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/V11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu: bekam (mengeluarkan darah
kotor manusia dari bagian kulit tertentu dengan alat tusuk jarum dan penghisap)
dan metode pengobatan tradisional melalui setrum/ATGF8 (pijat dengan setrum

daya rendah).
D. Eksistensi Pengobatan Tradisional

Eksistensi penyelenggara pengobatan tradisional yang diberi kesempatan seluas-
luasnya oleh pemerintah untuk bertanggungjawab dalam mengembangkan,
meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Eksistensi

pengobatan tradisional sudah diakui secara hukum melalui beberapa peraturan dan

21 | ampiran Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/V11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional, Klasifikasi dan Jenis Pengobat Tradisional.
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undang-undang di antaranya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara
khusus diatur dalam Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan

Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 1 Angka 9 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan obat
tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan
hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut
yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pemerintah memberikan dukungan terhadap eksistensi ketersediaan sumber daya
manusia di bidang kesehatan yang tercantum pada Pasal 16 UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber
daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Eksistensi pengobatan tradisional diwujudkan juga dengan diaturnya cara
pengobatan, pelayanan kesehatan tradisional mengatur dalam Pasal 59 Ayat (1)
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan cara pengobatannya
pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: a. pelayanan kesehatan
tradisional yang menggunakan keterampilan; dan b. pelayanan kesehatan
tradisional yang menggunakan ramuan. Pengawasan pelayanan kesehatan

pengobatan tradisional diatur pada Pasal 59 Ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun
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2009 tentang Kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan
dengan norma agama; dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis
pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggara pengobatan tradisional memiliki tanggung jawab terhadap
eksistensinya. Eksistensi adanya penyelenggara pengobatan tradisional harus
mengikuti pelayanan standar kesehatan seperti pada Pasal 60 Ayat (1) dan (2) UU
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: (1) setiap orang yang melakukan
pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus
mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang; dan (2) Penggunaan alat
dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan

dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pemeritah mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pengobatan tradisional, hal
ini tertuang pada Pasal 61 Ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk
mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan
tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya;

pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional
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sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan,

kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Masyarakat memiliki kehendak untuk memilih fasilitas kesehatan guna
penyembuhan dari sakit yang dideritanya. Fasilitas kesehatan ada yang
menggunakan metode medis dan non medis. Medis memiliki makna yang
berhubungan dengan kedokteran. Pengobatan medis ditangani tenaga medis yang
dapat dipertanggungjawabkan dan telah diakui oleh ilmu pengetahuan di bidang
kedokteran, sedangkan non medis berupa pengobatan tradisional merupakan

pengobatan yang bersifat turun-temurun dan diakui oleh kalangan masyarakat.

Eksistensi pengobatan penyembuhan alternatif selain medis juga diatur pada Pasal
1 Ayat (1) dan (2) Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, bahwa pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non
konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
meliputi upaya promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui
pendidikan struktur dan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang
berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran
konvensional; dan llmu pengetahuan biomedik adalah ilmu yang meliputi anatomi
biokimia, hitologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi imunologi

yang dijadikan dasar ilmu kedokteran Klinik.

Pengaturan mengenai tenaga dan fasilitas pengobatan komplementer-alternatif ini

juga tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Permenkes No.
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1109/MENKES/PER/1X/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bahwa tenaga
pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat melaksanakan pengobatan
komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan
untuk melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan komplementer-alternatif; dan
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) meliputi: a.
rumah sakit pendidikan; rumah sakit non pendidikan; rumah sakit khusus; rumah

sakit swasta; rumah sakit perorangan; rumah sakit berkelompok; dan puskesmas.

Pengobatan alternatif selain medis telah diatur dalam peraturan. Hal ini
membuktikan bahwa eksistensi pengobatan tradisional alternatif selain medis
diakui oleh Pemerintah. Eksistensi pengobatan tradisional diawasi dan diatur
untuk dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraannya. Pengobatan tradisional
yang diminati oleh masyarakat perlu ada pengaturan secara khusus mengenai hak
dan kewajiban kepada para pihak yaitu pengobatan tradisional dan masyarakat
selaku pasien. Eksistensi pengobatan tradisional selain medis diwujudkan dalam
bentuk peraturan Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Pengobatan alternatif selain medis yang
pelayanannya tetap dilakukan di rumah sakit oleh tenaga medis diatur dalam
Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan
tersebut sama-sama penyelenggara pengobatan alternatif di luar medis yang diakui
secara hukum oleh Pemerintah. Oleh karena itu eksistensi pengobatan tradisional

di Indonesia menurut peraturan pada prinsipnya dibagi menjadi dua kelompok
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besar. Pertama pengobatan tradisional/alternatif yang dilakukan bukan oleh tenaga
medis dan bukan di Rumah Sakit. Kedua pengobatan tradisional/alternatif yang

dilakukan oleh tenaga medis dan di Rumah Sakit.

E. Perlindungan Pasien

Pasien memiliki pengertian orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit);
yang memperoleh pelayanan tinggal atau dirawat pada suatu unit pelayanan
kesehatan tertentu.?’ Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Undang-
undang kesehatan tidak begitu jelas menerangkan apa yang dimaksud dengan

pasien.

Pelayanan kesehatan terhadap pasien diatur pada Pasal 32 Ayat (1) UU No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan
kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan
kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih
dahulu; Ayat (2) dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik
pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang

muka.

Mengutamakan keselamatan terhadap pasien diatur pada Pasal 53 Ayat (1) dan (3)
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan perseorangan
ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan

perseorangan dan keluarga dan Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana

22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Media
Pustaka Indonesia Phoenix, 2012, him. 162.
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dimaksud pada Ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa
pasien dibanding kepentingan lainnya. Pasal 56 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, diatur pula mengenai perlindungan pasien bahwa, setiap
orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan
yang akan diberikan kepadanya. Pasien menolak atau menerima setelah menerima

dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Pasal 83 Ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan, setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana
harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut,
dan kepentingan terbaik bagi pasien dan Ayat (2) Pemerintah menjamin
perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Bentuk perlindungan hukum pasien khususnya dalam lingkup pengobatan
tradisional  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dalam  Kepmenkes  No.
1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
Peraturan tersebut dibentuk oleh Pemerintah membuktikan bahwa pengobatan
tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan
pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan pada Pasal 2
Ayat (1), (2) dan (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/V11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina upaya
pengobatan tradisional; (2) memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3)

menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya.
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Peraturan pada Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur penyelenggara
pengobatan tradisional dan memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku

pasien pengobatan tradisional.

Menurut Pasal 15 Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan  Tradisional, pengobatan tradisional harus
memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan
pengobatan yang dilakukannya. Informasi yang diberikan secara lisan yang
mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan.
Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien
harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya. Persetujuan dapat
diberikan secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan pengobatan tradisional
yang mengandung resiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang
ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Peraturan tersebut
merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi pasien. Pemerintah mengatur
tindakan pihak pengobat tradisional kepada pasien agar tidak dirugikan dalam

mendapatkan informasi dan tidakkan yang semestinya.

Pasal 16 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan bahwa pengobat tradisional
hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan
metode/keilmuannya; Ayat (2) pengobat tradisional dilarang menggunakan
peralatan kedokteran dan penunjang, diagnostik kedokteran. Pasal 19 Kepmenkes

No. 1076/MENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan



43

Tradisional menyatakan bahwa pengobat tradisional dalam memberikan
pelayanan wajib membuat catatan status pasien. Peraturan tersebut menegaskan
perbedaan penggunaan peralatan antara metode tradisional dan kedokteran sesuai
dengan keilmuannya. Peralatan yang digunakan berbeda agar keduanya
melakukan kegiatan yang sesuai pada tempat dan keilmuannya yang melindungi

pasien. Pasien juga dilindungi dengan dibuatkan catatan statusnya saat berobat

Pasal 18 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional merumuskan pengobat tradisional dapat
memberikan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional
(pabrikan) yang sudah terdaftar serta memiliki nomor pendaftaran dan obat
tradisional racikan. Peraturan ini melindungi pasien dalam hal obat/ramuan yang
mendampingi penyembuhan harus telah terdaftar  dan memiliki nomor

pendaftaran.

Peraturan-peraturan di atas merupakan kewajiban dari pengobat sebagai syarat
menyelenggarakan pengobatan tradisional. Syarat menyelenggarakan pengobatan
tradisional juga dilindungi oleh peran pengawasan dari pemerintah yang dilakukan
oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mengawasi dan menertibkan
penyelenggaraannya. Perlindungan hukum yang diberikan berupa tindakan
administratif yang di rumuskan Pasal 33 Ayat (1) dalam rangka pengawasan,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan administratif

terhadap pengobat tradisional yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan
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ketentuan dalam Keputusan ini dan Ayat (2) tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. teguran lisan

b. teguran tertulis;

c. pencabutan STPT atau SIPT ;

d. penghentian sementara kegiatan;

e. larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

Pemerintah mengatur tanggung jawab yang harus disediakan oleh penyedia
layanan kesehatan baik perorangan atau masyarakat. Peraturan pelayanan
kesehatan mengutamakan pasien tersebut dilindungi juga dengan adanya
peraturan sanksi pada Pasal 35 Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/V11/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional merumuskan bahwa, dengan
tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat
dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan yang sekarang telah di perbaharui dengan adanya UU No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 190 Ayat (1) UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga
kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan
kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap

pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
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Ayat (2) atau Pasal 85 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk membuat
ataupun melaksanakan program pembinaan terhadap pelayanan kesehatan
tradisional. Program pembinaan tersebut bertujuan agar pelayanan kesehatan
tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab terhadap
manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya. Pelayanan kesehatan tradisional
yang sudah terbukti bermanfaat juga dapat diterapkan di banyak unit pelayanan
kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sehingga masyarakat terlindungi
dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan
kebutuhannya yang dipercaya menyembukan sakit yang dideritanya.
Penyembuhan sebaiknya diiringi dengan perjanjian terlebih dahulu untuk

melindungi para pihak terutama terhadap pasien.

Pelayanan kesehatan berhubungan erat dengan kesembuhan pasien yang berobat.
Penyembuhan dan pengobatan adalah kedua terminologi yang tidak sama tetapi
juga tidak berbeda sama sekali. Penyembuhan adalah upaya yang dilakukan oleh

seseorang terhadap orang yang sedang sakit (pasien) agar sembuh, sedangkan
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pengobatan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati orang
yang sakit (pasien) agar sembuh. Terminologi tersebut menegaskan penyembuhan
mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengobatan.
Penyembuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan salah satu caranya
adalah memberikan obat kepada pasien (pengobatan). Cara lain agar orang sakit
menjadi sembuh, kecuali memberikan obat adalah mengatur makanan (diet),
memijat dan mengurut, fisioterapi, berolahraga, memberikan mantera-mantera
atau cara-cara tradisional yang lain.?® Hubungan hukum antara pasien dan

pengobat tradisional hendaknya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Peraturan yang dibentuk tersebut akan memberikan perlindungan pasien dari
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pengobat tradisional. Pasien akan
memiliki hak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Peraturan tersebut
juga sebaiknya memberikan rumusan tindakan-tindakan darurat yang harus
dilakukan oleh pelaku pengobat tradisional bila terjadi keadaan buruk/penyakit
yang semakin parah terhadap pasien. Peraturan diharapkan juga mengatur
tanggung jawab, hak dan kewajiban dari pengobat tradisional itu sendiri menjadi

lebih jelas kepada pasien begitupun sebaliknya.

2% Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, him. 184.



